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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan 

perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak tahun 2014 (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode 

pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analasis regresi 

sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kualitas pelayanan 
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Kualitas pelayanan pajak, 

pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara 
bersama-sama terhadap kepatuhan. 

 

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, 
Sanksi Perpajakan 

 

Abstract 
This study aims to determine the influence of the quality in taxservices and the understanding of the 

regulation in taxation and tax penalties for submission of individual taxpayers in paying taxes in 2014 
(a case study of taxpayers registeredin the office of counseling and consultation tax services of 

Wonosobo). The samples in this research are taking from 100 taxpayers. The data collecting method 

is by giving questionnaire. Data analysis techniques in this research used simple regression analysis 

and multiple linear regression analysis. The result of the research shows: (1) the quality of tax service 
and the significance towards the submission of taxpayers. (2) The understanding of taxation 

regulation positively influence and significant toward the submission of taxpayers. (3) Tax penalties 

positively influence and significant toward the submission of taxpayers. (4) The quality of tax 
services, understanding tax regulation and taxpenalties positively together influenced toward the 

submission. 

 

Keywords: Submission of Taxpayers, The Quality of Tax Services, The Understanding of Tax 
Regulation, Tax Penalties. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara 

berkembang yang mempunyai berbagai 

kekayaan sumber daya yang berlimpah dan 

memiliki potensi yang baik untuk 

menjadikannya sebagai Negara maju. 

Tetapi saat ini Indonesia belum mampu 

memaksimalkan sumber daya dan potensi 

yang ada untuk kemakmuran penduduk 
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Indonesia. Banyak aspek yang membuat 

Indonesia semakin terpuruk jika 

dibandingkan dengan Negara lainnya. 

Aspek yang utama adalah ekonomi. 

Kita tahu bahwa pendapatan 

Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu 

sektor internal dan sektor eksternal. 

Pendapatan dari sektor internal berasal dari 

pajak, sedangkan pendapatan dari sektor 

eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. 

Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang 

begitu besar, diharapkan pajak menjadi 

sumber dana yang dapat menangani 

masalah ekonomi tersebut. Pajak 

merupakan sumber penerimaan terbesar di 

Indonesia dan menjadi andalan penerimaan 

Negara sampai saat ini. Penerimaan pajak 

pun semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. 

Begitu besarnya peran pajak dalam 

penerimaan Negara, pemerintah sudah 

seharusnya memaksimalkan pendapatan 

Negara dari sektor pajak. Salah satu cara 

pemerintah untuk memaksimalkan 

pendapatan Negara dari sektor pajak yaitu 

mulai diberlakukannya sistem 

pemungutuan pajak self assessment system 

sejak reformasi perpajakan pada tahun 

1983 sebagai pengganti dari official 

assessment system. Self assessment system 

merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar 

(Waluyo, 2008). Dengan adanya sistem 

pemungutan pajak seperti ini, tentunya 

menuntut adanya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam memenuhi 

kewajibannya membayar pajak. Selain itu 

dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi 

dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

sesuai dengan kebenarannya. 

Pada kenyataannya, kepatuhan 

bukan merupakan tindakan yang mudah 

untuk direalisasikan oleh setiap wajib 

pajak. Kebanyakan dari masyarakat 

memiliki kecenderungan untuk dapat 

meloloskan diri dari kewajibannya 

membayar pajak dan melakukan tindakan 

melawan pajak. 

 

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2012-2014 

Tahun 2012 2013 2014 

Persentase 
60.72

% 

58.53

% 

55.60

% 

Sumber: KPP Pratama Temanggung  

 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam hal penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten 

Wonosobo masih tergolong rendah. 

Tingkat kepatuhan yang tergolong masih 

rendah ditunjukkan dengan persentase 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
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pribadi di Kabupaten Wonosobo dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014 yang 

mengalami penurunan. Pada tahun 2013 

persentase tingkat kepatuhan menunjukkan 

angka 58.53%. Besarnya persentase 

tersebut menurun dari tahun sebelumnya 

yang tercatat sebesar 60.72% pada tahun 

2012. Selanjutnya pada tahun 2014 

persentase kepatuhan menunjukkan angka 

55.60% yang mengalami penurunan 

sebesar 2.93% dari tahun 2013. 

Kurang responsifnya institusi 

pelaksana pelayanan pajak akan 

berdampak pada berkurangnya kepatuhan 

masyarakat terhadap institusi pelayanan 

pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang 

tanggap dalam menghadapi pertanyaan 

atau keluhan dari wajib pajak sehingga 

wajib pajak merasa bingung dan 

cenderung enggan menyelesaikan 

tanggungan pajaknya. Belum maksimalnya 

pelayanan pajak terhadap wajib pajak 

digambarkan pula dengan masih belum 

tersedianya website resmi dari Kantor 

Pajak di Kabupaten Wonosobo yang 

semestinya dapat memberikan informasi-

informasi pajak. Dengan adanya website 

resmi diharapkan mampu memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak untuk 

mengetahui berbagai informasi terkait 

pajak. 

Tidak semua wajib pajak memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang baik 

mengenai perpajakan. Di Indonesia, 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 

masih cukup rendah. Pemahaman wajib 

pajak yang masih cukup rendah dapat 

dilihat dari masih ada wajib pajak yang 

belum memahami Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak 

yang melakukan kesalahan dalam 

pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) sudah 

menyediakan buku petunjuk dan tempat 

pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap 

saat melayani wajib pajak dengan segala 

kepentingan dan permasalahannya. 

Ekawati (2008) sebagaimana dikutip 

dalam penelitian Siti Masruroh (2013) 

berpendapat bahwa kesadaran dan 

kedisiplinan dari masyarakat sangat 

diperlukan untuk memahami dan 

mematuhi kewajiban perpajakan. 

Pemahaman tersebut meliputi pengisian 

Surat Pemberitahun (SPT), perhitungan 

pajak, penyetoran pajak (pembayaran), 

pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 

dilakukan dengan baik oleh wajib pajak 

apabila wajib pajak memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai keempat hal 

tersebut. 

Sanksi yang dikenakan untuk setiap 

wajib pajak yang melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, 

atau keduanya. Sanksi administrasi yang 

dikenakan pada pelanggar pajak berupa 
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bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi 

berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi 

denda administrasi mulai dari Surat 

Tagihan Pajak (STP) ditambah 

Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 

serta Surat Setoran Pajak (SSP)  ditambah 

200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% 

dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat 

berupa denda pidana, pidana kurungan, 

serta pidana penjara. Berbagai macam 

sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib 

pajak yang melanggar peraturan 

perpajakan dianggap memberatkan bagi 

wajib pajak sehingga banyak wajib pajak 

yang kemudian enggan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. 

Salah satu fenomena yang 

berkembang di Indonesia pada beberapa 

tahun belakangan yang terkait dengan 

pajak yaitu banyak wajib pajak yang 

melaporkan pajak yang sebelumnya tidak 

pernah dilaporkan. Dengan melihat 

fenomena tersebut, pada tahun 2008 

terdapat kebijakan sunset policy, yaitu 

kebijakan pemberian fasilitas perpajakan 

dalam bentuk penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan berupa bunga 

yang diatur dalam Pasal 37A Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007). Pada tahun ini, wajib pajak 

seperti mendapat pengampunan atas 

kelalaian mereka dalam melaporkan pajak 

seperti kurang bayar dan tidak bayar. 

Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa 

wajib pajak tidak melaporkan pajak karena 

memiliki ketakutan terhadap sanksi yang 

akan diterima apabila melanggar peraturan 

pajak.  

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kausal komparatif (causal comparative 

research) dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Wonosobo yang 

berlokasi di Jalan Bhayangkara No.8 

Wonosobo. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Desember 2015 - Januari 2016. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi untuk penelitian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

Wonosobo sejumlah 13404 orang Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel secara kebetulan 

(accidental sampling) dimana penentuan 

anggota sampel diambil berdasarkan tidak 

direncanakan terlebih dahulu tetapi 

didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba 



Pengaruh Kualitas Pelayanan .... (Kartika Candra Kusuma)5 

seperti yang dijelaskan oleh 

Sukandarrumidi (2006: 63). Anggota 

sampel tersebut dalam hal ini wajib pajak 

secara tidak sengaja atau kebetulan 

bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 

karakteristiknya, maka orang tersebut 

dapat digunakan sebagai sampel. Total 

sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini 100 sampel yang merupakan hasil 

perhitungan dengan nilai presisi sebesar 

10%. 

 

Data, Intrumen, dan Teknik 

Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) atau 

survei dengan teknik kuesioner 

(questionnaires) dan wawancara 

(interview). Survei dilakukan dengan cara 

mengadakan peninjauan langsung pada 

instansi yang menjadi obyek untuk 

mendapatkan data primer. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner yang butir-

butir pernyataannya diadopsi yang 

dimodifikasi dari penelitian Bryan Wahyu 

Rahmanto (2015), Artiningsih (2013), dan 

Chaerunnisa (2010). Kuesioner atau daftar 

pernyataan ini berisi tentang variabel 

terikat (kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi) maupun variabel bebas (kualitas 

pelayanan pajak, pemahaman peraturan 

perpajakan, dan sanksi pajak) yang 

menggunakan skala sikap model Likert 4 

poin. 

Uji Hipotesis 

Uji regresi linear sederhana 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Uji regresi 

linear sederhana ini digunakan untuk 

menguji hipotesis pertama (terdapat 

pengaruh positif antara kualitas pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dalam membayar pajak di 

KP2KP Wonosobo tahun 2014), hipotesis 

kedua (terdapat pengaruh positif antara 

pemahaman peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak di KP2KP Wonosobo 

tahun 2014), hipotesis ketiga (terdapat 

pengaruh positif antara sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak di KP2KP 

Wonosobo tahun 2014). 

Uji regresi linear berganda 

digunakan untuk menguji hipotesis 

keempat yaitu (terdapat pengaruh positif 

antara kualitas pelayanan pajak, 

pemahaman peraturan perpajakan, serta 

sanksi perajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014). 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji regresi linear sederhana 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Regresi linear 

sederhana digunakan untuk menjawab H1, 

H2, dan H3. Nilai masing-masing regresi 

disajikan pada Tabel 2, 3, dan 4. 

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis 

Hipotesis 1 

Variabel Koefisien 

Regresi 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  Sig. 

Konstanta 23,526   

Kualitas 

Pelayanan 

Pajak 

0,287 5,564 0,000 

R square 

= 0,240 
   

Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan linear 

sederhana yang ditunjukkan pada Tabel 2 

di atas, maka persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Y = 23,526 + 0,287𝑋1 

 

Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai koefisien Kualitas Pelayanan 

Pajak (X1) sebesar 0,287 dan nilai 

konstanta sebesar 23,526 yang berarti jika 

variabel independen dianggap konstan 

(independen = 0), maka nilai Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) adalah 23,526. 

Hasil perhitungan regresi linear 

sederhana menunjukkan nilai thitung sebesar 

5,564.  Jika dibandingkan dengan ttabel 

pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df = 

100 – 4 = 96 sebesar 1,66088, maka thitung 

lebih besar dari ttabel 5,564 > 1,66088. Nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,000 juga 

menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 

nilai pada tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 0,05 (0,000 < 

0,05). Hal ini berarti pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak signifikan. Oleh karena itu, 

hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara 

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam Membayar Pajak di KP2KP 

Wonosobo Tahun 2014 diterima. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu 

Pranadata (2014) yang menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis 

Hipotesis 2 

Variabel Koefisie

n Regresi 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  Sig. 

Konstanta 15,768   

Pemahama

n Peraturan 

Perpajakan 

1,007  8,268 
0,00

0 

R square = 

0,441 
   

Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan linear 

sederhana yang ditunjukkan pada Tabel 3 
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di atas, maka persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Y = 15,768 + 1,007 𝑋1 

 

Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai koefisien Pemahaman 

Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 1,007 

dan nilai konstanta sebesar 15,768 yang 

berarti jika variabel independen dianggap 

konstan (independen = 0), maka nilai 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 15,768. 

Hasil perhitungan regresi linear 

sederhana menunjukkan nilai thitung sebesar 

8,268.  Jika dibandingkan dengan ttabel 

pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df = 

100 – 4 = 96 sebesar 1,66088, maka thitung 

lebih besar dari ttabel 8,268 > 1,66088. Nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,000 juga 

menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 

nilai pada tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 0,05 (0,000 < 

0,05). Hal ini berarti pengaruh Pemahaman 

Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak signifikan. Oleh karena itu, 

hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam Membayar Pajak di KP2KP 

Wonosobo Tahun 2014 diterima. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Akromi 

Khairina Asbar (2014) dan Siti Masruroh 

& Zulaikha (2013) yang menunjukkan 

bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis 

Hipotesis 3 

Variabel Koefisien 

Regresi 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  Sig. 

Konstanta 26,474   

Sanksi 

Perpajakan 
0,568  3,201 0,002 

R square = 

0,095 
   

Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan linear 

sederhana yang ditunjukkan pada Tabel 4 

di atas, maka persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Y = 26, 474 + 0,568𝑋1 

 

Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai koefisien Sanksi Perpajakan 

(X3) sebesar 0,568 dan nilai konstanta 

sebesar 26,474 yang berarti jika variabel 

independen dianggap konstan (independen 

= 0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) adalah 26,474. 

Hasil perhitungan regresi linear 

sederhana menunjukkan nilai thitung sebesar 

3,201.  Jika dibandingkan dengan ttabel 

pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df = 

100 – 4 = 96 sebesar 1,66088, maka thitung 

lebih besar dari ttabel 3,201 > 1,66088. Nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,002 juga 
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menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 

nilai pada tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 0,05 (0,002 < 

0,05). Hal ini berarti pengaruh Sanksi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 

ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara Sanksi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam Membayar 

Pajak di KP2KP Wonosobo Tahun 2014 

diterima. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu 

Pranadata (2014) dan Akromi Khairina 

Asbar (2014) yang menunjukkan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Uji regresi linear berganda 

digunakan untuk menguji hipotesis 

keempat (H4) yaitu variabel independen 

(Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, dan Sanksi 

Perpajakan) secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen 

(Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). 

Berikut rangkuman hasil analisis regresi 

berganda: 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Analisis 

Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien 

X1 

X2 

X3 

Konstanta 

0,107 

0,796 

0,144 

13,688 

R 

R² 

Fhitung 

Ftabel 

Sig. 

0,662 

0,438 

24,916 

2,70 

0, 000 

Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat 

dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(R²) sebesar 0,438. Dari nilai tersebut 

dapat diartikan bahwa sebesar 43,8% 

variabel Kualitas Pelayanan Pajak, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan 

Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya 

sebesar 56,2% dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak dimasukkan ke dalam model 

ini. 

Berdasarkan nilai koefisien dan nilai 

konstanta pada Tabel 5 di atas, maka dapat 

disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = 13,688 + 0,107X1+ 0,796X2+ 

0,144X3 

 

Pengujian signifikansi regresi 

berganda dilakukan dengan cara 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel, 

dimana df 1 = 4 – 1 = 3 dan df 2 = 100 – 4 

= 96 atau dapat pula dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas 

signifikansi dengan tingkat signifikansi 

yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0, 05. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

Fhitung lebih besar dari Ftabel (24,916 > 2,70) 

dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah 
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ditetapkan (0,000 < 0,05) yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti 

pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan 

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib signifikan. Oleh karena itu, 

hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 

bahwa Kualitas Pelayanan Pajak, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan 

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam Membayar Pajak di KP2KP 

Wonosobo Tahun 2014  diterima. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan mengenai pengaruh variabel 

kualitas pelayanan pajak, pemahaman 

peraturan perpajakan, dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dalam membayar pajak 

Tahun 2014 (studi kasus pada wajib pajak 

yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan 

Wonosobo) maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KP2KP 

Wonosobo Tahun 2014. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai koefisien regresi yang 

bernilai positif yaitu 0,287 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (5,564>1,66088) 

pada signifikansi 5% serta nilai 

signifikansi kualitas pelayanan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil 

dari nilai signifikansi (0,000<0,05). Nilai 

konstan sebesar 23,526 menunjukkan jika 

variabel kualitas pelayanan pajak dianggap 

konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak 

akan sebesar 23,526. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai R square (R²) sebesar 

0,240 yang berarti bahwa kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

pajak sebesar 24%. 

2. Pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 

regresi yang bernilai positif yaitu 1,007 

dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(8,268>1,66088) pada signifikansi 5% 

serta nilai signifikansi pemahaman 

peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak lebih kecil dari nilai 

signifikansi (0,000<0,05). Nilai konstan 

sebesar 15,768 menunjukkan jika variabel 

kualitas pelayanan pajak dianggap 

konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak 

akan sebesar 15,768. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai R square (R²) sebesar 

0,441 yang berarti bahwa kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

pajak sebesar 44,1%. 
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3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 

2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 

0,568 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(3,201>1,66088) pada signifikansi 5% 

serta nilai signifikansi pemahaman 

peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak lebih kecil dari nilai 

signifikansi (0,002<0,05). Nilai konstan 

sebesar 26,474 menunjukkan jika variabel 

kualitas pelayanan pajak dianggap 

konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak 

akan sebesar 26,474. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai R square (R²) sebesar 

0,095 yang berarti bahwa kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

pajak sebesar 9,5%.  

4. Kualitas pelayanan pajak, pemahaman 

peraturan perpajakan, dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 

yang bernilai positif yaitu 0,107; 0,796; 

0,144 dan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (24,916>2,70) pada signifikansi 5%. 

Selain itu, nilai signifikansi kualitas 

pelayanan pajak dan pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

lebih kecil dari pada nilai 𝛼 = 5% 

(0,000<0,05) serta nilai signifikansi sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

lebih kecil dari pada nilai 𝛼 = 5% 

(0,002<0,05). Hasil pengujian 

menunjukkan nilai R square (R²) sebesar 

0,438 yang berarti bahwa kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

pajak sebesar 43,8%. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya: 

1. Bagi Instansi Pajak 

a) Instansi pajak sebagai instansi 

pemungut pajak dari wajib pajak harus 

terus meningkatkan kualitas pelayanan 

pajak, baik yang berupa peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) maupun 

fasilitas lainnya, sehingga dapat 

mendorong wajib pajak untuk patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

b) Sanksi perpajakan harus ditingkatkan 

untuk disosialisasikan dengan baik kepada 

wajib pajak agar wajib pajak dapat 

memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan sanksi perpajakan serta 

penyebab-penyebab dikenakannya suatu 

sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. 

c) Pemahaman wajib pajak tentang 

peraturan perpajakan mengenai tarif pajak 

dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia dirasa masih kurang, 
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sehingga perlu adanya sosialisasi karena 

sebagian masyarakat belum memahami 

perarturan perpajakan. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak hendaknya dapat lebih 

meningkatkan kepatuhannya dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya, 

meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap peraturan 

perpajakan, sehingga wajib pajak dapat 

berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan kajian di bidang yang 

sama dapat menambah variabel 

independen maupun dependen yang 

memiliki kemungkinan pengaruh terhadap 

hubungan kualitas pelayanan pajak, 

pemahaman peraturan perpajakan, sanksi 

perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak 

atau dapat menggunakan variabel-variabel 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat ditemukan variabel baru 

yang akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menambah jumlah sampel sehingga 

penelitian dapat digeneralisasikan dengan 

baik. 
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